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A. PENDAHULUAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

LAMPIRAN
Keputusan  Kepala  Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Nomor 476/1063 Tahun 2024
Tanggal: 17 Juli 2024

Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak, melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Berdasar

sebagai salah satu bagian dalam Tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak) dengan tugas memberikan Pelayanan Konseling Psikologi bagi korban

kekerasan (pengaduan) tertuang dalam SK Bupati Boyolali no. 100.3.3.2/267/2024 tentang Tim

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Boyolali.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Jenis Pelayanan Konseling Umum dan Calon Pengantin Dibawah Umur

NO

KOMPONEN

URAIAN

A.

Komponen Standar Pelayanan yang
terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) , meliputi:

Persyaratan Pelayanan

Konseling calon pengantin dibawah umur

-Rekomendasi/ permintaan dari Pengadilan

2 | Sistem, mekanisme, dan prosedur Agama
-Melalui Pelayanan Online SAMARA
3 | Jangka waktu pelayanan 60 s/d 120 menit (sesuai kondisi klien)
4 | Biaya/ tarif Gratis
- Konseling Psikologi
2 | Proouk pelayann - Surat Keterangan Konseling
6 Penanganan pengaduan, saran, dan WA - 082226811497
masukan
Komponen Standar Pelayanan yang
B terkait dengan proses pelayanan di
" | internal  organisasi  (manufacturing),
meliputi:
L UU nomor 35 tahun 2024 tentang
perlindungan Anak
2. Surat Keputusan Bupati Boyolali
1 | Dasar Hukum

nomor : 476 / 78 Tahun 2021 tentang
Tembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran
Keluarga Kabupaten Boyolali.




3; SK  Bupati Boyolali no.
463/71/2023 tentang Pembentukan Tim
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak TA 2023

4. Perjanjian  Kerjasama antara
Pengadilan Agama Boyolali dengan
DP2KBP3A Kab. Boyolali Tentang
Layanan Konseling bagi Pemohon
Dispensasi Kawin dan Perkara Korban
Perceraian serta Sengketa Hak Asuh Anak
Pada Pengadilan Agama Boyolali No.
510-72/736/4.6/2024 tanggal 25 April
2024

Sarana dan prasarana dan/atau

- Ruang Konseling

2 fasilitas - Rekam Medis Klien
3 | Kompetensi pelaksana Profesi Psikolog dan Konselor
5 .
4 | Pengawasan imernal Kepala DP2KBP3A dan Kecpala Bidang
PPPA
5 | Jumlah pelaksana 1 Psikolog dan 1 konselor
& | Tt solavanas Calon Pengantin/ Klien mendapatkan
peiay pelayanan sesuai kebutuhan
7 |Jaminan keamanan dan kesclamatan | p ;.. ientitas dan informasi Klien
pelayanan
- Rapat Koordinasi PUSPAGA dan
8 | Evaluasi kinerja pelaksana P2TP2A

- Pengisian Rekam Medis Klien

2. Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

NO KOMPONEN URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang
terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) , meliputi:
Korban Kekerasan Perempuan (>18 Tahun)
1 | Persyaratan Pelayanan dan Anak (<18 Tahun)
a)Rekomendasi dari unit PPA Polres,
- : Puskesmas, Rumah Sakit, Peradi
2 | Sistem, mekanisme, dan prosedur b) Melalui Pelayanan Online SAMARA
¢) Datang langsung
3 | Jangka waktu pelayanan 60 s/d 120 menit (sesuai kondisi klien)
4 | Biaya/ tarif Gratis




NO KOMPONEN URAIAN
A. | Komponen Standar Pelayanan yang
terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service delivery) , meliputi:
5 | Produk pelayanan Konseling Psikologi
6 Penanganan pengaduan, saran, dan WA - 082226811497
masukan
Komponen Standar Pelayanan yang
B terkait dengan proses pelayanan di
" | internal organisasi (manufacturing),
meliputi:
SK Bupati Boyolali no. 463/71/2023 tentang
Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu
S sar Ak Perlindungan Perempuan dan Anak TA
2023
5 Sarana dan prasarana dan/atau | - Ruang Konseling
fasilitas - Rekam Medis Klien
3 | Kompetensi pelaksana Profesi Psikolog dan Konselor
4 | Pengawasan internal [Iflfg:ia DP2KBP3A dan Kepala Bidang
5 | Jumlah pelaksana 1 Psikolog dan 1 Konselor
. Korban mendapatkan pelayanan sesuai
6 | Jaminan pelayanan kebutuhan
7 Janinan koamanan dan keselamatan Privasi identitas dan informasi Korban
pelayanan
L - Rapat Koordinasi P2TP2A
8| Byplnas Aibesjil pecicsnun - Pengisian Rekam Medis Klien
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